
 
 

 

 

 

 
 

Otoritas Pajak Pertegas Aturan Pemanfaatan Tax Treaty 

Direktorat Jenderal Pajak mempertegas ketentuan pemanfaatan Persetujuan Penghindaran 

Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal 

(Perdirjen) Pajak Nomor PER–10/PJ/2017 pada 19 Juni 2017.  

Beleid tersebut menggantikan Perdirjen Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara 

Penerapan P3B, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010. Selain itu, peraturan ini 

juga memasukan substansi Perdirjen Pajak Nomor 62/PJ/2009 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan Persetujuan P3B yang telah diubah dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-

25/PJ/2010.   

Dengan terbitnya Perdirjen Pajak Nomor PER–10/PJ/2017, secara otomatis Perdirjen Pajak 

Nomor PER-61/PJ/2009 yang telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang 

telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi per 1 Agustus 

2017.  

Beneficial Owner  

Dalam peraturan P3B yang baru terdapat penambahan jenis subjek pajak luar negeri, yakni 

dana pensiun. Selain itu, Perdirjen Pajak Nomor PER–10/PJ/2017 juga mempertegas 

ketentuan mengenai penerima manfaat yang sesungguhnya atas penghasilan (beneficial 

owner), yang sebelumnya diatur dalam Perdirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2010. 

Penegasannya adalan WPLN yang memenuhi ketentuan sebagai beneficial owner tidak boleh 

bertindak sebagai agen, nominee, atau conduit.  

Khusus untuk WPLN Badan, ada sejumlah ketentuan beneficial owner yang dipersyaratkan 

dan harus diklarifikasi dalam formulir DGT-1, yakni:  

1. mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang 

mendatangkan penghasilan dari Indonesia;  

2. tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada 

pihak lain; 

3. menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan  
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4. tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan 

sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.  

Surat Keterangan Domisili (SKD)  

DJP juga menambahkan sejumlah persyaratan bagi WPLN terkait SKD yang memenuhi 

persyaratan administrasi, antara lain Certificate of Residence sebagai pengganti 

penandasahan SKD oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu, WPLN wajib mencantumkan 

dalam form DGT-1 paling sedikit informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan 

tahun pajak berlakunya Certificate of Residence. 

    

Tax Refund  

Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran/pemotongan atas pajak yang 

tidak seharusnya terutang (refund) juga mengalami penyesuaian dan relatif lebih lunak bagi 

WPLN. Apabila selama ini keterlambatan penyerahan SKD tidak dipertimbangkan dalam 

penetapan P3B, maka terhitung per 1 Agustus 2017 SKD yang telat dilaporkan tetap bisa 

digunakan dalam proses pengembalian kelebihan pemotongan pajak yang tidak seharusnya 

terutang.  

Selain itu, WPLN juga bisa memanfaatkan P3B melalui mekanisme Mutual Agreement 

Procedure (MAP), dalam hal pemotong pajak tidak menggunakan P3B atau tidak 

menyampaikan SPT Masa. Sejalan dengan itu, maka format formulir DGT-1 dan DGT-2 

mengalami penyesuaian. 

  

Persyaratan Administratif SKD Lama 

•menggunakan bahasa Inggris; 

•diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 
2010; 

•berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi 
yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan 
Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut 
Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak; 

•sekurang-kurangnya mencantumkan informasi 
mengenai nama WPLN; dan 

•mencantumkan tanda tangan pejabat yang 
berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat 
kantor pajak yang berwenang di negara mitra 
P3B atau tanda yang setara dengan tanda 
tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra 
P3B dan nama pejabat dimaksud dalam 
persyaratan administratif SKD baru.

Persyaratan Administratif SKD Baru

•menggunakan bahasa Inggris; 

•diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 
2010; 

•berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi 
yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan 
Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut 
Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak; 

•paling sedikit informasi mengenai nama WPLN, 
tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya 
Certificate of Residence; dan 

•mencantumkan tanda tangan pejabat yang 
berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat 
kantor pajak yang berwenang di negara mitra 
P3B atau tanda yang setara dengan tanda 
tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra 
P3B. 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulir DGT-1 



 
 

 

 

Formulir DGT-2 



 
 

 

 

 

 

Kontak:  

Informasi lebih jelas dapat menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:  

 

Wahyu Nuryanto 
Tax Partner 
wahyu.nuryanto@mucglobal.com 

 

 

Karsino 
Tax Partner  
karsino@mucglobal.com  
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